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Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan upaya untuk menyamakan 

pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di antara pihak Badan Pengawas Pemilu 

Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

 

BEBERAPA PENGERTIAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN : 

 

• PENCEGAHAN PELANGGARAN : adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini 

terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.  

 

• PENINDAKAN : adalah serangkaian proses Penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, 

penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian 

rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang 

untuk ditindaklanjuti. 

 

• PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN : adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, 

dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilihan.  

 

• PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU : adalah satu kesatuan landasan norma moral, 

etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang 

diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. 

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) 



PENGAWAS PEMILU 

• Pemeriksaan Berkas 

• Klarifikasi 

• Kajian 
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ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU 
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Pasal 146 

UU NO.1 TAHUN 2015/ 

UU NO. 8 TAHUN 2015. 
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BUKAN TINDAK PIDANA. 
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DIHENTIKAN DEMI HUKUM. 
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14 Hari 
5 Hari 

BANDING 
3 Hari 

BUKAN TINDAK PIDANA. 
 

KURANG BUKTI. 
 

DIHENTIKAN DEMI HUKUM. 
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NO JENIS FORMULIR KETERANGAN 

1 MODEL A. HASIL PENGAWASAN 

2 MODEL A.1 PENERIMAAN LAPORAN 

3 MODEL A.2 FORMULIR TEMUAN 

4 MODEL A.3 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN 

5 MODEL A.4 UNDANGAN KLARIFIKASI 

6 MODEL A.5 BERITA ACARA SUMPAH/ JANJI 

7 MODEL A.6 BERITA ACARA KETERANGAN AHLI 

8 MODEL A.7 BERITA ACARA KLARIFIKASI 

9 MODEL A.8 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN 

10 MODEL A.9 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK 

11 MODEL A.10 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI 

12 MODEL A.11 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA 

13 MODEL A.12 STATUS LAPORAN 

JENIS FORMULIR PENANGANAN PELANGGARAN 


